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PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini,
yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking di wilayah hukum
Polres Cilacap telah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Hasil
penelitian, menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana
trafficking oleh Kepolisian Resort Cilacap (Polres Cilacap), dalam hal ini
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dilakukan secara
represif dengan memproses tindak pidana yang terjadi sesuai aturan hukum
yang berlaku, serta melakukan upaya preventif melalui sosialisasi tentang
pemahaman trafficking kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum
Polres Cilacap.

2. Penegakan hukum tindak pidana trafficking di wilayah hukum Polres
Cilacap masih terdapat kendala yaitu kendala internal yang berkaitan
dengan kemampuan aparat penegak hukum yang relatif tidak merata serta
kendala eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
terutama kemiskinan dan pendidikan yang rendah yang menjadi faktor

penentu tumbuh dan bekembangnyatindak pidanaini.
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B. Saran
Beberapa saran yang dapat digukan dari hasil penelitian ini adalah
sebagal berikut:

1. Hendaknya apa yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Cilacap
(Polres Cilacap) dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana
trafficking dapat diteruskan dan ditingkatkan, karena tindak pidana
trafficking ini merupakan tindak pidana yang sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya. Oleh sebab itu tindak pidana ini
akan selalu berkembang sesuai perkembangan masyarakat.

2. Hendaknya institus kepolisian dan negara pada umumnya memberikan
perhatian dan dukungan penuh terhadap kepolisian, khususnya Unit PPA
daam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana
trafficking dengan meningkatkan kemampuan anggotanya dan memberikan
faslitas (sarana dan prasarand) yang memada untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga penegakan hukum terhadap

tindak pidana trafficking dapat berjalan secara maksimal.
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